Menimbang

Mengingat

BUPATI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH BANYUASIN
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2018 - 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) merupakan dasar dan pedoman pembangunan daerah
sebagai penjabaran dari Visi, Misi dan Program Bupati yang
memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan,
pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta Program
Perangkat Daerah dan Lintas Perangkat Daerah yang disertai
dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan (Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN]);

. bahwa sesuai ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan
dengan Peraturan Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 - 2023.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

. Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);

3. Undang-Undang. ///



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 459);
10. Peratura%



10.

11.

12.

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Dacrah Tahun 2007
Nomor 7);

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyuasin
Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin
Tahun 2009 Nomor 26);

Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012-2032
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor
76).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN

dan

BUPATI BANYUASIN

MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KESATU : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN
2018 - 2023.
BAB 1

KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai wunsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah otonom.
3. Bup%



10.

11.

12.

Bupati adalah Bupati Banyuasin.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin yang disingkat DPRD.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyuasin
yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan
penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan Daerah

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan,
Kantor, Unit Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banyuasin.

Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan
masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan
memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan
secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen
di daerah untuk mewujudkan visi daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJP Nasional adalah
dokumen Nasional untuk periode 20 (dua puluh) Tahun
terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2015-2019 yang selanjutnya disingkat RPJM Nasional adalah
dokumen nasional untuk periode 5 (lima) Tahun terhitung
sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima)
Tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan
program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP
Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Banyuasin Tahun 2018 - 2023 yang selanjutnya disingkat
RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah
Kabupaten Banyuasin untuk periode 2018 sampai dengan
tahun 2023.

13. Rencana..,



13-

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20,

21.

22,

23

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD merupakan Rencana Pembangunan Tahunan
Daerah berupa dokumen perencanaan daerah untuk periode 1
(satu) tahun.

Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat
program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai
sasaran pembangunan.

Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara
kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang
direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai
di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan
atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah
karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan
karakteristik  bersifat penting, mendasar, mendesak,
berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian
tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang
akan datang.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan
daerah.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan
tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/
Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil
(outcome) program Perangkat Daerah. '

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai
prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk
mencapai sasaran.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau
kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan
pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/
Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai

penjabaran strategi.
24. Priorita%.d



24. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan
pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk
mencapai sasaran RPJMD.

25. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah
dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan
dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

26. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis
Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai
instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.

27. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas
pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka
mencapai hasil (outcome) suatu program.

28. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari
kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan
sumber daya pembangunan.

29. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat
ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau
sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil
(outcome), dampak (impact).

30. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang
atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya
pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.

31. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau
dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu
tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari
beberapa kegiatan dalam satu program.

32. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa
hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian
hasil (outcome) beberapa program.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2
Maksud dari Penyusunan RPJMD adalah :

(1) Memberikan arah dan pedoman pemangku kepentingan

dalam pembangunan daerah;
2) Mewujudka%



(2)

(3)

Mewujudkan pembangunan yang terpadu, strategis, harmonis
dan berkesinambungan;

Sebagai pedoman penyusunan RKPD selama tahun 2019 -
2023;

Menjadi pedoman DPRD dalam pelaksanaan fungsi legislatif,
fungsi pengawasan dan fungsi anggaran dalam rangka
pengendalian pemerintahan dan pembangunan daerah agar
sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai prioritas dan
sasaran program pembangunan.

Pasal 3

Tujuan dari Penyusunan RPJMD adalah :

(1)

(2)

(3)

(1)

Untuk menjabarkan visi, misi dan program prioritas kepala
daerah;

Sebagai  tolok ukur  keberhasilan, penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan
masa kepemimpinan kepala daerah;

Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan kepala perangkat
daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan
tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab dalam
melaksanakan visi, misi dan program kepala daerah;
Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang
bersinergi dengan perencanaan pembangunan nasional dan
provinsi serta menjamin keterkaitan dan konsisten antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 4

RPJMD dirumuskan secara :
a. transparan,;

b. responsif;

c. efisien;

d. efektif;

e. akuntabel;

f. partisipatif;

g. terukur;

h. berkeadilan;

i. berwawasan lingkungan; dan
j. berkelanjutan.

(2) RPJIMD Sebagai./



(2) RPJMD sebagai landasan dan pedoman bagi PD dalam
melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun yang

menjabarkan:
a. visi dan misi, program Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
dan

b. tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan
dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan
yang bersifat indikatif.

(3) RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra
PD dan Renja PD.

(4) RPJMD berpedoman pada RPJPD dan RPJMN serta
memperhatikan :
a. RPJMD Provinsi Sumatera Selatan;
b. RTRW; dan
c. RPJMD Kabupaten/Kota sekitar

(5) RPJMD disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

a. BABI : Pendahuluan;

b. BABII : Gambaran Umum Kondisi Daerah;

c. BABII : Gambaran Keuangan Daerah;

d. BABIV : Permasalahan dan Isu -Isu Strategis Daerah;

e. BABV : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;

f. BABVI : Strategi, Arah Kebijakan, dan Program
Pembangunan Daerah;

g. BABVII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan

Program Perangkat Daerah;

h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;

i. BABIX : Penutup.

(6) RPUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

RPJMD merupakan pedoman dalam penyelenggaraan
pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 6

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

RPJMD.
2) Pengendalian/



(2)

(2)

Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi :

a. kebijakan perencanaan RPJMD;

b. pelaksanaan RPJMD; dan

c. hasil RPJMD.

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bappeda.

Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 7

Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila :

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa
proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata
cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan,

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa
substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan; dan

c. terjadi perubahan yang mendasar.

Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar yang
bersifat parsial dan/atau perubahan sasaran dan program
tetapi tidak mengubah target akhir pencapaian sasaran
daerah, maka penetapan perubahan tersebut ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8
Sebelum RPJMD periode selanjutnya ditetapkan, penyusunan

RKPD berpedoman pada RPJPD, Rencana Kerja Pemerintah
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin

RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman

dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) tahun pertama periode pemerintahan Bupati terpilih

berikutnya.
BAB VI... /</



10

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah

Pasal 10

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan
Daerah Nomor 07 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 -
2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014
Nomor 64) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 15 MARET 2019

Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal (5 MARET 2019

P;.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,

—r~

H. M. YUSUF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2019
NOMOR 1 .

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN 1 -2% /20{9



